Menimbang

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2020
' TEN’I‘ANG ’

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

: a.
" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

' TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMA’_I‘_ TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Pemerintahan Daérah, : sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 104 ayat (1)

Peraturan _Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan

- Ran‘cangari PeratUran_,. Daerah - tentang ' }Anggaran

Pendapatan dan ’Belanja ‘Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

| Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

~ sebagaimana dimaksud pada‘, huruf a, merupakan -

perwujudan dari Rencana Kérja Pemerintah Daerah

~ Tahun 2021 yang dljabarkan ke da}am Kebz_;akan Umum

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

~ yang telah disepakati Pemermtah Daerah bersama DPRD
‘pada tanggal 22 Oktober 2020; ’



T

' Me_riginggt |

bahwa berdasarkan : pertimbarigan : vsebagaiman'a
'dlmaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 1;

>Pasa1 18 ayat (6] Undang—Undang Dasar Negara
E Repubhk Irxdone31a Tahun 1945 '

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

% ngkungan Prov1n31 J awa ’I‘engah

Undang-Undang Nomor 17 ’I‘ahun 2003 tentang

. Keuangan Negara (lembaran Negara “Republik

Indonesaa Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

' Lembaran _Negara_ Republlk " Indonesia

Nomor4286),f .
Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang

. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk.‘
B Indone31a Tahun , 2004 Nomor 5, Tambahan
B Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 43535);

. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan . Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004

' Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Repubhk _'

Indonesia Nomor 44210j; ~

. Undang—Undang Nomor 33 'I‘ahun 2004 tentangﬁ-

_ Penmbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan

Pemermtah Daerah (Lembaran Negara 'Republik
Indonesm Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomo'r»443b8);

. Undang;Undang Nomor 28 Tahun -2009 tentang"

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

'Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesxaw

.Nomor 5049) sebagalmana telah diubah dengan

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta -
Kerja (Lembaran Negara | Repubhk - Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

| Repubhk Indone31a Nomor 6573)



nip

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang':,:
Pernermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkf"
Indonesia - Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587),‘ |
sebagalmana telah - chubah beberapa kali ' terakhir

dengan Undang Undang Nomor 11 ’I‘ahun 2020

‘tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara Republlkh

Indonesxa Tahun 2020 Nornor 245 Tambahan

Lembaran Negara Repubhk In‘done31a Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kédudukan Kelianga[n Képalai Daerah dan

Wakil Kepala i’fDaer‘ah' (Lémbaran’. Negara Republik -

' I‘rido'nesia”'Tahun '_ 2000' Ndmor’ 210, Tambahan |

- 10.

.Lernbaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4028),

. Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pgngelolaan KeuanganA Badan Layanan Umum

- sebagaimana telah "diubah - dengan Peraturan
‘Pemerintah Republik Indonesia ~ Nomor 74

: Tahun 2012 tehtang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005_ tentang
Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan Umum -

(Lembaran Ne‘gara' Republik Indonesia Tahun ‘2012'

_Nomor 171 Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk_

IndOneSIa Nomor 5340),

‘Peraturan Pernermtah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang

Dana Perimbangan (Lembaran - Negara Republik
Indonésia _Tahuna-‘QOOS _N:Qmor 137, Tambahan_

| Lembaran'Negéra R}epublbik Indonesia Nomor 457:5);

11

~Bantuan Keuanganv Partai Politik  (Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,

}Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemav

 Nomor 4972), sebagalmana telah diubah beberapa.

kah terakhir dengan Peraturan Pemerxntah Nomor 1

Tahun 2018 tentang‘ Perubahan Kedua atas

'Peraturan Perrjerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

‘Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;




T

13 Peraturan Pemerintah Nomof 71 Tahun 2010 fentang
Standar Akuntan31 Pemerintahan (Lembaran Negara_
Repubhk Indone31a Tahun 2010 Nomor 123,
) Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesxa o
: Nomor 5165) v
15, Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
‘ Pembmaan : dan" Pengawasan ' Penyelenggaraan
| Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk “
Indonesm Tahun - 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 6041) .
16. Peraturanv Pemerlnta‘h Nomor 18 Tahun 2017 tentang
_ Hak Keuarigari dan Administrasi Pimpinah dan
| ‘Anggota Dewan Pérwakilax‘i}:Rakyat Daerah (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Pevrvvaturaﬁv“ Pemerintéh' Nomor 12 Tahun 2019>‘tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
. Repubhk Indonema Tahun 2019 Nomor 42), ‘

Dengan Persetujuan Bersama
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI—I KABUPATEN KARANGANYAR
 Dan -
BUPATI KARANGANYAR

: : : MEMUTUSKAN v
M(_énetapkan PERA’I‘URAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

» Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
S 2. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

-3 Pengelolaan Keuangan Daerah adélahv keseluruhan
| vkeglatan yang mehputl peréﬁcahaan, ,’pengénggarah,
pelaksanaan B penatausahaan pelaporan,

| pertanggung]awaban dan pengawasan keuangan daerah.
. 4. Anggaran Pendapatan “dan - Belanja ‘Daerah yang
Aselan_]utnya dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang dxtetapkan dengan peraturan Daerah.



10,

11

12,

.‘Pédor‘nan Pényusunan 'APBD :vadalah'pok’ok bl«;é'bijakan -

"sebagal petunjuk dan arah bag1 pemerlntah daerah dalam :

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga1 unsur

'penyelenggara Pemermtahan Daerah ~yang mernunpm

pelaksanaan ~ urusan pemenntahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom

. Pernermtahan Daerah adalah penyelenggaraan ‘urusan

pemermtahan B oleh Pemenntah Daerah dan dewan

perwaktlan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

v pembantuan dengan prinsip otonom1 seluas- 1uasnya dalam‘

sistem dan prmsxp Negara Kesatuan Repubhk Indonesia
sebagaimana ‘dimaksud dalam Undang—Undang Dasar

Negara Repubhk Indone31a Tahun1945

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang d1aku1 _

v sebaga1 penambah nilai kekayaan bers1h dalam perlode

tahun anggaran berkenaan

. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pa_]ak adalah

kontribusi Wajlb kepada Daerah yang terutang oleh orang

‘pl‘lbadl atau badan yang bersxfat memaksa ‘berdasarkan
' Undang-Undang, dengan tidak mendapat‘kan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk kepé'rluan' Daerah

bagi sebesar—besarnya kemakmuran rakyat

Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dllakukan oleh
.masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang dlterlma

secara langsung atau atas perlzman yang dlperoleh

Dana Transfer Umum adalah dana yang" dxalokasikan

‘dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada

‘Daerah untuk dlgunakan sesual dengan kewenangan

Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

'pelaksanaan desentrahsam

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dlaloka31kan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada

vDaerah dengan tujuan untuk membantu mendana1

.keglatan khusus,, baik fisik maupun nonﬁ31k yang

merupakan urusan Daerah




13.

Dana Bag1 Hasﬂ yang selan_]utnya dlsmgkat DBH adalah

‘f’-’:';‘dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran

 Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

"?'Daerah penghasﬂ berdasarkan angka persentase tertentu

dengan tujuan mengurang1 ketlmpangan kemampuan

" keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.,

14.

Dana Aloka51 Umum yang selanjutnya disingkat DAU

e adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara‘yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataari' kemampuan keuangan antar-Daerah

~untuk mendanai - kebutuhan‘ -Daerah dalam rangka

o pelaksanaan Desentrahsa51

15.

Dana Alokasi Khusus yang selan_]utnya disingkat DAK

adalah dana yang-bersumber,dan pendapatan Anggaran

19,

20.

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

* Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan

) yang menjadi kewenangan Daeraﬁ.'
16.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah

 Daerah yang diakui sébagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.

PembiaYaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dlbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

- kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
~ maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.

Surplus Anggaran ‘Daerah adalah selisih lebih antara
Pendapatari Daerah dan Belanja Daerah.
Defisit An’ggaran' Daerah - adalah selisih kurang antara
Pendapatan Daerah dan BelanJa Daerah

- Pinjaman Daerah adalah. semua transaksi yang

mengakibatkan Daerah ‘menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang -'bern’ilai uang dari pihak lain

sehingga Daerah tersebut d1beban1 kewajiban untuk

. membayar kembah



21 Utang Daerah yang selan_]utnya' dxsebut Utang adalah R
Jumlah uang yang Wajlb dlbayar Pemermtah Daerah

;'dan / atau kewajlban Pemermtah Daerah yang dapat dxmlali

dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan N

per]anjlan atau berdasarkan sebab 1a1nnya yang sah

Pasal 2 “

'APBD terd1r1 atas Pendapatan Daerah Belanja Daerah dan

- ‘.‘Pemblayaan Daerah S :;"’:

Pasal 3

J.f"_’iPendapatan ‘ff _,:" Daerah dlrencanakan o sebesar};-‘ -

3 Rp2. 106 391 299 000 00 (dua trlhun seratus enam rmllar tlga .

'E-'v’ratus sembllan puluh satu Juta dua ratus sembxlan puluh.:f

sembllan r1bu ruplah) yang bersumber darl

a. pendapatan asli;

'f'bv pendapatan transfer, dan S

lam lam Pendapatan Daerah yang sah et

Pasal 4

(1) Pendapatan ash Daerah sebagalmana dlmaksud dalam R

f'*';Rp355 678 081 ooo 00 (uga ratus llma puluh llma mlhar,, ‘
;&i‘enam ratus tu_]uh puluh delapan Juta delapan puluh satuvv.’ a
,'.}":xrlbu ruplah) Yang terdm atas R e o
va PaJak Daerah

i : »b Retrlbu81 Daerah

e e hasﬂ pengelolaan kekayaan Daerah yang d1p1sahkan

3 -':"ff»d laln lam pendapatan ash Daerah yang sah

: (2)" Pa_]ak Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf an: R

S enam puluh sembllan mlhar tUJuh ratus Juta l”uplah)

- (S)F:Retrlbum Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) - “
o huruf b dlrencanakan sebesar Rp12 275 OOO 000 OO (dua' o

5 5;belas mlhar dua ratus tujuh puluh hma Juta ruplah)

o !‘Pasal 3 huruf a dlrencanakan sebesar’.z IR

». d1rencanakan sebesar Rp169 700 000 OOO 00 (Seratus | ‘. e



(4 Has1l pengelolaan kekayaan Daerah yang d1pxsahkan -
v sebagalmana dlmaksud pada. ayat (1) huruf ¢ dlrencanakan |

“ sebesar Rp9. 338 938. 000 ,00 (sembﬂan miliar tiga ratus tlga '

: puluh delapan juta sembllan ratus txga puluh delapan ribu

‘ ruplah)

(S} Lain-lain pendapatan ast Daerah yang sah sebagalmana’»

o

e

_ ‘dlmaksud pada ayat (1) huruf d dlrencanakan sebesar
- Rpl164.364. 143 000, 00 (seratus enam puluh empat miliar
tiga ratus enam puluh empat Juta seratus empat puluh tlga‘ |

ribu rupiah).

B Pasai 5 | »
Pendapatan transfer sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 _
huruf b dlrencanakan sebesar Rpl 654 071 018 000, 00 (satu '
triliun enam ratus lima puluh empat miliar tujuh puluh satu
Juta delapan belas ribu rup1ah) yang terd1r1 atas: '
a. pendapatan transfer pemermtah pusat dan
b. ‘pendapatan transfer antar Daerah v
Pendapatan transfer ' Pemerintah g ‘Pusat , sebagaimana
dimaksud padai ayat - (1) huruf a- direncanakan ‘sebesar
Rp1.509.424.824.000, (satu triliun lima ratus sembilan miliar
empat ratus dua puluh empat Juta delapan ratus dua puluh
empat ribu rupiah). v
Pendapatan transfer antar Daerah sebagalmana dimaksud
pada  ayat *(1) huruf = b dlrencanakan sebesar
Rp144 646.194. 000 00 (seratus empat puluh empat miliar
enam ratus empat puluh enam juta seratus sembxlan puluh

empat ribu rupiah).

', Pasal 6

Lain-laiﬁ ~ pendapatan | Daerah yang sahb' sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dlrencanakan sebesar '
' Rp96 642. 200 000,00, (sembxlan puluh enam miliar enam

ratus empat puluh dua juta dua ratus rlbu ruplah) yang
terdiri atas ) E ’ '
a. pendapatan hlbah

b dana darurat dan



e

C. laln-lam pendapatan sesua1 dengan ketentuan peraturan’

perundang—undangan

Pendapatan hibah sebagalmana dxmaksud pada ayat (l) : 1

E huruf .a dlrencanakan sebesar - Rp9eé. 642 200.000 00-_'

(sembllan puluh enam mxhar enam ratus empat puluh dua 3

juta dua ratus rlbu ruplah)

-."Dana darurat sebagalmana dlmaksud pada ayat (I) huruf b

dlrencanakan sebesar Rp o, 00 (nol ruplah) |
Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c  sesuai dengan .ke_tentuan peraturan

‘:peruhdéﬁg-undéngan ‘vvitdirencan'akan ,_,,;ebesar ‘Rp 0,00 (nol
rupah). . , e -

Pasal 7

o Anggaran belan_]a daerah tahun anggaran 2021 dlrencanakan
. .sebesar Rp2 135.811.987. 000,00 (dua triliun “seratus tlga puluh

lima miliar delapan ratus sebelas juta sembllan ratus delapan

puluh tujuh ribu mplah) yang terdiri atas

a‘
bO

belanja operasmnal

belan_la modal

c. belanja tidak terduga dan

o ‘

belan_]a transfer.

Pasal 8

vAnggaran belanja operaswnal bagalmana d1maksud dalam}

Pasal 7 huruf a d1rencanakan sebesar Rp1.594.349.1 1 1.705,00

(satu triliun lima ratus. 'se’mbilan puluh empat miliar tiga ratus
_empat puluh sembllan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus

'lima rupiah) yang terdm atas:

a. belanja pegawai;

belanja barang dan jésa;

o

belanja bunga;

o

belanja subsidi; |
belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.



j,:-;BelanJa pegawa1 sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) hUru f a‘,;._;"‘

';:dlrencanakan sebesar Rp 1 027 517 928 772 OO (satu trlllun dua .

F:";:;i;puluh tu;uh mlhar hma ratus tu;uh be]as Juta sembllan ratusf: C

ff;;dua puluh delapan r1bu tujuh ratus tujuh puluh dua mplah}

Belanja barang dan Jasa sebagazmana dlmaksud pada ayat (1)_"‘ R
-f.i_"vi}huruf b dlrencanakan sebesar Rp 493 492 519 813 00 (empat P
"vgratus sembllan pquh tlga mlhar empat ratus sembllan puluh’“ .

’-‘E.II.I»A',_dua _]uta 11ma ratus sembxlan belas r1bu delapan ratus tlga belas U

‘, ruplah)

N Belan“a bunga Sebagmmana'dlmaksud pada ayat (1) huruf c o
. {;:}fv‘dlrencanakan sebesar Rp4 284 OOO 000 00 (empat mlllar dua»'f

:'."v,vi;:,ratus delapan puluh empat _]uta ruplah)

v :f.}BelanJa sub31d1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf d E
P dlrencanakan sebesar Rp 0 00 (110I mplah) | S

| ;:Belan_la hlbah sebagalmana dlmaksud Pada aYat (1) huruf e f-f:

mlllar empat ratus llma uta hma ratus enarn puluh tlga rlbu". |

‘ }';.'_seratus dua puluh rup1ah)

{.YBelanJa bantuan 3031al sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf f dlrencanakan sebesar Rp3 649 100 OOO 00- (tiga rmhar-ff' Senl

8 ‘,_'enam ratus empat puluh sembllan _]uta seratus r1bu ruplah)

Pasal 9

v_bAnggaran belan_]a modal sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 7 o
huruf b dlrencanakan sebesar Rp 199 068 710 295 00 (seratus.*-‘fj;_‘:_::

s ‘}sembllan puluh sembllan mlllar enam puluh delapan Juta tu_;uh_?,f . :
T ,_'_'ratus sepuluh nbu dua ratus sembllan puluh 11ma ruplah) .

R :yang terdm atas

al ’belan_]a modal tanah

ci*';

;"Abbelan]a modal peralatan dan mesm 7
.,vbelan‘]a modal gedung dan bangunan

belanja modal Jalan Jarmgan dan 1r1gas1

o .

.:v‘-_vbelanja modal aset tetap Ialnnya dan o TR

belan]a modal aset lalnnya

(2) Belanja modal tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat {1)

huruf a dlrencanakan sebesar Rp 916 300 000 OO(sembﬂanvpil

ratus enam belas Juta tlga ratus rlbu ruplah)

-;A-,v-vbvdlrencanakan sebesar Rp 65 405 563 120 00 (enam puluh llma;;:»t‘;;v_:_}; L



l hma ruplah) LR e

. :”'E:F.Belanja modal peralatan dan mesm '»s»ebagalmana dxmaksud_’}’»-'ff o

| 'aida’» ayat S ) huruf b

’_ f:f’BelanJa modal gedung dan bangunan sebvagalmana dlmaksudj

:‘j“Rb113 723 2'34 300 00 (seratus tlga ‘belas miliar t“JUh ratus
:'i":f'.g_'tdua pulu h tlga juta dua ratus tlga puluh empat nbu tlgs ratus;‘f,:f_;;}-.;j_._',‘ o
’ »-*dzmaksud pada aYat (1) huruf d d1rencanakan sebesar AR

Rp27 197 239 000 00 (dua puluh tuJuh rmhar seratus sembﬂan R

) Belanja modal Jalan, Jarmgan dan | 1r1gas1 ‘ sebagéi'rﬁana,

SRy | puluh tuJuh Juta dua ratus tlga puluh sembllan rlbu ruplah)
~ ayat 1"(1,),15 huruf é ’ d1rencanakan sebesar, '
f‘.*»-;RplS 520 586 350 00 (delapan belas rmhar hma ratus dua» -

S puluh Juta hma ratus delapan puluh enarn rlbu tlga ratus hma .

e % v':f'; »puluh ruplah)
o
o o ayat (1) huruf e dxrencanakan sebesar Rp O OO(nol ruplah)

Belan_]a modal aset 1amnya Sebagalmana dlmaksud pada

Pasal 10

.:,‘.Anggaran belanJa tldak terduga Sebagalrnana dxmaksud dalam

: -‘:v.j,':';f}’_,,Pasal 7 huruf c d1rencanakan sebesar Rplo0. OOO 000 000 OO Bt

(sepuluh m1har ruplah) yang terdm atas belanja tldak terduga -

. (1) B
" Pasal 7 huruf a4 dlrencanakan sebesar Rp 332 394.165. ooo oo’f_l*l"",v

Pasal 1 1

Anggaran bel&nja transfer sebagalmana dlmaksud dalamv" o

(tlga ratus tlga puluh dua mlhar tlga ratus sembllan puluh DR

,:.empat Juta seratus enam puluh hma r1bu I’uplah) Yang terdlrl:l

SRR atas

o 'ba belan_]a bag1 has1] dan

“ b belanja bantuan keuangan : o AT
‘ .vv'”BelanJa bagz hasﬂ sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 ) huruf a R

R ""‘;'t”d1rencanakan sebesar Rp18 197 500 000 00 (delapan belas T

o :*’".,fmlhar seratus sembllan puluh tUJuh Juta llma ratus I'lbu S

i ruplah) PR

dxrencanakan sebesar.: N o

Rp 38 711 350 645 OO (t1ga puluh delapan mllxar tu)uh ratus ‘.

;{‘sebelas ]uta tlga ratus hma puluh rzbu enam ratus empat puluhv:“"*‘ o

dlrencanakan "; sebesarl}.}f

Belanja modal aset tetap 1alnnya sebagalmana d1maksud padav ’



| _(‘v '

Belanja bantuan keuangan sebagalmana dlmaksud pada

o ayat Q) huruf b d1rencanakan ~ sebesar

. v;Rp314 196.663. 000 00 (tlga ratus empat belas rmllar seratus

“sembilan puluh _enam Juta enam ratus enam,puluh lima ribu

. rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pemblayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdm atas

oA penerlmaan pemblayaan, dan '

b pengeluaran pemblayaan

(1)

=

'_:gf,(z)

Pasal 13
Anggaran penenmaan pernbxayaan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a dlrencanakan sebesar Rp67 420 688. 000 00

(enarn puluh tujuh mlllar empat ratus dua puluh juta enam

‘ratus delapan puluh delapan r1bu ruplah)
yang terdm atas:

o a. sisa leblh perhltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

b. pencairan dana cadangan, -

hasil pen_]ualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

c
d. penerlmaan ijarnan Daerah

o

Ppenenmaan kembah pembenan ijaman Daerah dan
' penerlmaan pemblayaan 1a1nnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan

Sisa lebih perhltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagalmana dimaksud pada ‘ayat (1) huruf a direncanakan

) sebesar Rp67.420.688.000,00 (enam puluh tujuh rmhar empat

, )

@

ratus dua puluh Juta enam ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah). | ' |
Pencairan dana }cadangan‘ scbagaimanav dimaksud' pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00(nol rupiah).

Hasil penjualan" kekayaan Daerah yang dipiSahkan sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 0,00.
Penerimaan Plnjaman Daerah sebagalmana dimaksud pada ,
ayat (1) huruf d dlrencanakan sebesar Rp 0,00 (nol ruplah)

Penerimaan kembali pemberlan Pinjaman Daerah -sebagaimana

“dimaksud i pada ayat ‘('1) ‘huruf e dire_ncanakan sebesar

Rp 0,00 (nol rupiah).




(7) Penenmaan pemblayaan lamnya sesua1 dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaxmana dimaksud pada

fv ayat (1) huruf f dlrencanakan sebesar RpO 00 (nol ruplah)

| S Pasa114-" |

| 1) Anggaran pengeluaran pemb1ayaan sebagalmana ‘dlmaksud
dalam Pasal 12 .‘ huruf b ' direncanakan sebesar
Rp 38. 000 000. 000 00 (tlga puluh delapan miliar rupxah) yang
“terdiri atas: ‘ ’ ‘ o '
“a. pembentukan Dana Cadangan;f"
b. penyertaan modal Daerah; v
~c. pembayaran 01c11an pokok utang yang jatuh tempo,
d}.v pemberlan Pinjaman Daerah; dan o
e. pengeluaran pemblayaan lamnya sesua1 dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan |
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

o j (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

“huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan
mlhar ruplah) o

(4) Pembayaran c1011an pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar .
Rp 30.000. 000. 000,00 (tiga puluh rmhar ruplah)

(5) Pemberlan ijaman Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat a |
huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lamnya sesuai dengan Kketentuan

peraturan pgmndang-undaﬁgan‘ sebaga_iinana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

~ Pasal 15

o f"(li) Selisih antara anggaran Pendap’étan’_Daefah dengan aﬁggaran' |

 belanja daerah mengakibatkan te'rjadvir-lya» (defisit) sébesar
Rp 29.420.688.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus
dua puluh juta eham ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

| (2) Pembiayaan ‘-netto yang merupakan sehszh penerimaan

| pemblayaan terhadap pengeluaran pemblayaan d1rencanakan'

sebesar Rp 29.420.688. 000,00 (dua pquh sembllan miliar empat

| ratus dua puluh Juta enam ratus delapan puluh delapan rlbu
ruplah) | |




Pv}asal"lﬁ'v* |
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluaﬁ " mendesak,
- Pemenntah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedla anggarannya dan/ atau pengeluaran meleblhl pagu yang
dltetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dlmasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
o daerah Kabupaten Karanganyar ’I‘ahun Anggaran 2021 dengan

. tata cara sesuai - : dengan cara te.rleblh dahulu melakukan

‘perubahan”; peraturan kepala daerah 'tentang Penjabaran

Perubahan APBD dan pemberltahuan kepada Pimpinan DPRD'

vselanjutnya dlsarnpalkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
(2) Keadaan darurat sebagmmana dlmaksud pada ayat ( 1) mehput1
Ca. fbencana alam, bencana non-alam bencana 5031al dan/atau
kejadian luar biasa; o | o
b. ipelaksanaan opera31 pencarian dan 'p’ertolongan; dan/atau
c. kerusakan ‘sarana/prasarana = yang .dap'at vmengganggu‘
keglatan pelayanan pubhk | , N
(3) Keperluan mendesak sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)
meliputi: _ , R _

‘a. kebutuhan Daerah ‘dalam | rangka | peiayanari dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedla dalam tahun
anggaran berjalan; | o |

b. Belanja Daerahvyang bersifat r"nengikat‘ dan belanja yang
bersifat Wajlb ) . |

c. Pengeluaran Daerah yang berada dlluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat d1pred1k31kan sebelumnya serta.
amanat peraturan perundang—undangan, dan /atau

d. Pengeluaran Daerah lamnya yang apabila datunda akan

| menimbulkan kerug1an yang leblh besar bagi Pemerintah

Daerah dan/ atau masyarakat

Pasal 17 v
Uraian leblh lanjut anggaran pendapatan dan Belan_]a Daerahv
sebagalmana'dlmaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lamplran‘
: yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah

‘Kabupaten ini terdiri dari: o L ‘- |
a. Lamp1ranI Rlngkasan APBD yang D1k1a31ﬁka51 Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pemblayaan,

-



w ‘;

b,'_' Lamplran II Rlngkasan APBD yang. D1k1a31ﬁkasx Menurut_‘_

Urusan Pemenntahan Daerah dan Orgamsasn

e Lamplran Il - Rincian APBD ‘menurut Urusan Pemerintahan

_Daerah Orgamsasx, Program,_ Keglatan Sub Keglatan,

| Kelornpok Jems Pendapatan Belanja, dan Pemblayaan

d. Lampiran IV Rekapltulam Belan_]a BelanJa Menurut Urusan

- Pernerlntahan Daerah, Orgamsa31 Program Keglatan Beserta =

Hasil dan Sub Keglatan Beserta Keluaran

e Lamplran \% Rekapltulas1 Belanja Daerah Untuk Keselarasan |

dan Keterpaduan Urusan Pemermtah Daerah dan Fungsrii ’

Dalam Kerangka Pengelo]aan keuangan Daerah

| ‘f,'- Lamplran VI Rekapltula31 Belan_)a Untuk Pemenuhan SPM;
g Lampiran VII Smkromsam Program pada RPJMD dengan )

Rancangan APBD;

'h'.v Lamplran VIII Smkromsas1 Program Keglatan dan Sub.:*

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

vi‘.' Lamplran X Smkromsam Program Pnontas Naswnal dengan

Prograrn Prioritas Daerah

" j- Lamplran X}Daft_ar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

- J abatan,

k. Lamplran XI Daftar P1utang Daerah

1. Lampiran X1l Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasr

Daerah Lainnya; o

m. Lamplran X1 DaftarPerk1raan Penambahan dan Pengurangan'

Aset Tetap Daerah dan Aset LalnfLaln,_ ’

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kégiatan ’I‘ahunv jamak (multi years);

Lamplran XV Daftar Dana Cadangan dan

p. Lamplran XVI Daftar ijaman Daerah

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Pé'rijabaran"
Anggaran Pendapatan }dan Belanja Daerahv‘. sebagai landasan .

‘,‘operasiona_l pelaksanaan APBD.:



Ny

Q'Q-'-Z'““\:g

_ B Pasa.l 19 o , o :
- Peraturan Daerah 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

B :vAgar setlap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan' v

o Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya daIam Lembaran" o |

BRSE Daerah Kabupaten Karanganyal‘

Karanganyar, 28 Desember 2020 ¢ i

Bupatl Karanganyar EE

N Dlundangkan d1 Karanganyar

:Pada tanggal 28 Desember 2020
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